ABSTRAK

Keadaan mmsolvens: dalam hukum kepailitan Indonesia pada dasarmya ditentukan
berdasarkan keberhasilan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Permasalahan muncul dalam Putusan Nomor:
105/Pdt. Sus-PKPL/2021/PN Niaga. Sby., ketika PT Madu Jaya Indoprima yang
elah dinvatakan pailit akibat gagalnya proses PKPU kembali mengajukan
perdamaian dalam tahap kepailitan dan memperoleh homologasi dan pengadilan.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum keadaan
insolvensi serta pencrapan asas perdamaian tunggal dalam hukum kepailitan
Indonesia. Kajian ini menggunakan metode peneliian hukum dokirinal dengan
spesifikasi preskniptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,
dan pendekatan konseptual. Data vang dignmakan berupa data sckunder yang
dianalisis sccara presknptif. Hasil penclitian menunjukkan bahwa keadaan
insolvensi dalam UUK-PKPU merupakan insolvensi normatif vang ditentukan
berdasarkan mekanisme hukum kepailitan dan keberhasilan perdamaian, bukan
semata-mata kondisi finansial debitor. Dalam perkara PT Madu Java Indoprima.
perdamaian kembali dimilai tidak bertemtangan dengan Pasal 292 UUK-PKPU
karena dalam proses PKPU sebelumnya belum terdapat pemungutan suara terhadap
rencana perdamaian. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah
normatif vang berpotenst memmbulkan ketidakpastian hukum terhadap keadaan
insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia,
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